BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan pada bab
sebelumnya mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak, maka
penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT. BlueScope Steel dan
UCWeb Inc merupakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh
kehendak pengusaha. Penyebab terjadinya pemutusan hubungan kerja
secara sepihak yang dilakukan oleh PT. BlueScope Steel dan UCWeb Inc.
belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. PT. BlueScope Steel Indonesia
terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja karena berakhirnya
kerjasama dengan PT. Buana Sentra Swakarsa. Sedangkan UCWeb Inc
memutuskan hubungan kerja dengan pekerja kontraknya karena merupakan
sebuah strategi bisnis. Argumen kedua perusahaan tersebut sebagai alasan
pemutusan hubungan kerja tidak bisa dikatakan sebagai kesalahan pekerja.
PT. BlueScope Steel dan UCWeb Inc tidak memberikan uang ganti sebesar
yang diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang
merupakan menjadi hak bagi pekerja kontrak yang diputus hubungan
kerjanya oleh perusahaannya.

2. Upaya yang dapat dilakukan oleh pekerja kontrak yang diputus hubungan

kerjanya secara sepihak diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004

76



77

Tentang Perselisihan Hubungan Industrial. Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial dapat dilakukan diluar pengadilan dan di dalam
pengadilan. Langkah pertama, pekerja harus menempuh proses diluar
pengadilan yaitu dengan proses bipartit, konsoliasi, mediasi dan arbitrase.
Penyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial di dalam Pengadilan
Hubungan Industrial merupakan alternatif terakhir dalam menyelesaikan
perkara pemutusan hubungan kerja.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan
adalah sebagai berikut:

1. Pengusaha tidak boleh semena-mena dalam melakukan pemutusan
hubungan kerja kepada pekerja/buruh. Jika pemutusan hubungan kerja
merupakan jalan terakhir, maka perusahaan harus melakukan pemutusan
sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan. Hak-hak pekerja kontrak yang diputus hubungan
kerjanya sebelum masa kontrak habis harus terpenuhi sebagaimana diatur
dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan mengenai besarnya ganti rugi yang diberikan pengusaha
kepada pekerja yang diputus hubungan kerjanya.

2. Pihak pekerja kontrak yang diputus hubungan kerjanya harus memahami
bahwa seorang pekerja memiliki hak-hak yang perlu diperjuangkan

sehingga pihak pengusaha tidak melanggar atau memanipulasi hak tersebut.
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Ketika telah terjadi pemutusan hubungan kerja maka pekerja kontrak berhak

mengajukan upaya hukum.
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